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PERATURAN GUDERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 37. TAIUN 2021

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG DARI QUBERNUR KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU UNTUK
MENANDATANGANI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara
Timur Nomor 61 Tahun 2019 telah ditetapkan Pendelegasian
Wewenang dari Gubernur kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk
Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana
kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan
Batubara oleh Pemerintah Daerah Provinsi telah dialihkan ke
Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 160C
seluruh kewenangan Pemerintah Daerah dalam Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4959) dan Undang-Undang lain yang
mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang
Pertambangan Mineraldan Batubara wajib dimaknai sebagai
kewenangan Pemerintah Pusat kecuali ditentukan lain,
sehingga Peraturan Gubemur Nomor 91 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Wewenang Dari Gubernur Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu
ditinjau kembali; ¢

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Untuk Menandatangani Perizinan dan
Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa

Tenggara Timur; ‘ﬂ'
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Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-dacrah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesin Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republhk Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undeng Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49359)
ubagaimar;a telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6525);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Peyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956i:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN
WEWENANG DARI GUBERNUR KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU UNTUK MENANDATANGANI PERIZINAN DAN NON

PERIZINAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NU
TENGGARA TIMUR. % -
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RETENTUAN UMUM
Pasal 1
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Ans Pelnvanas Teepado Sav Pinog Proninad Noea Tenggara Timur
Devrlenpparann Pelatarar Pepppman dan Nan [roininan Terpady adalah
Lepasas proslenpearann penizinan dan non perizanan vang prosesriia dimola
dretahap permnhoanan eampar dengan tertntniia dokumen sang difakukan
wentn terpadu dalam eaty tempat

¢ 'ma adalah delumen vang dikeluarkan oleh Pemerintah Provins Tusa

Tergpata Timur bedasarkan ketentuan peraturan perudang-undangan vang

merupaban buku legahitas, menvatakan sah atau diperbolehkan seseorany

stau hadan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertenty ’

Penmnan  adalah pembenan  legalitas  kepada  orang  atau  pelaku

usaha kematan tertentu, bak dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha

& Non Pennnan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan. pemberan
reikomendas:, fasilitas dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan
hukum terientu.

G Pendelegasian kewenangan adalah penyerahan tugas , hak, kewajban dan
pertanggungawaban  perizinan  dan  non  perizinan. termasuik
penandatanganan atas nama pemberi wewenang.

BAB 11
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

(1] Pendelegasian wewenang bertujuan untuk:
a memperpendek proses pelayanan;

b mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan
pasti dan tenjangkau; dan

¢ mendekatkan dan memberikan p&nynnnn yang lebih luas Xepada
niasyvarakat,

(2) Fuang hngkup kewenangan perizinan meliputi seluruh pelayanan penzinan
dan non penzinan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

BAD 111
PENDELEGASIAN WEWENANG
Pasal 3

(1) Gubernur mendelegasikan kewenangan dibidang perizinan dan non perizinan
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi N1T.

(2} Berdusarkan pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berwenang memproses
pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dan/atau

menetapkan dokumen perizinan dan non perizinan serta menangani
pengaduan masyarakat, 44
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(31 Jenis perizinan dan non perizinan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
sehagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpsahkan dan Peraturan Gubernur in

Pasal 4

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimakaud dalam Pasal 2,
Nepala Dinas Penanaman Modal dan Pelavanan  Terpadu  Satu  Pintu
berkewaphan untuk

A mempethathan dan menerapkan prnsip publik,

b omenetapkan  mekaniame  perinman dan non  perizinan  mulai dar
permohenan sampar dengan peverahan izin kepada pemohon sesuai dengan
Ketentuan peraturan penundangan-undangan;

¢ menctapkan kelengkapan persyaratan  administrasi perizinan dan non
penanan,

d menvampakan tembusan kepada instansi terkait atas perizinan dan non
pennnan vang dikeluarkan/diterbitkan; dan

¢. menyampaikan laporan realisasi pelaksaan pelayanan perizinan dan non
penzinan setiap bulan kepada Gubemur dan instansi terkait lainnya.

Pasal 5

Nepala Dinas dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3. harus memperhatikan/mempedomani semua ketentuan peraturan
perundang-undangan dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 6

Dalam proses penerbitan dan penetapan perizinan dan non perizinan yang
¢iajukan vleh pemohon bersifat teknis dan memerlukan kajian khusus, Kepala
inas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkoordinasi

1

dengan perangkat daerah terkait.
BAB IV |
PELAKSANAAN KEWENANGAN *
Pasal 7

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam
melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standar Operasional Prosedur dan
S:andar Pelayanan yang diatur dengan Peraturan Gubemnur.

Pasal 8

Dalam melaksanakan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara
Timur dibantu oleh Tim Teknis sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan
dengan Keputusan Gubemnur.

BABV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9

(1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan yang telah
diterbitkan dengan melibatkan perangkat daerah teknis terkait.

(2) Dalam hal perizinan dan non perizinan yang diterbitkan perorangan atau
Badan Hukum tertentu tidak dilaksanakan sesuai ketentuan yang
ditetapkan/berlaku maka Kepala Dinas dapat mencabut dan/atau
menyatakan tidak berlaku lagi perizinan dan non perizinan dimaksud
berdasarkan rekomendasi dinas teknis, €€
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BAB VI
PENOADUAN
Pasal 10
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RAR VI
FEMRIAYAAN
Paeal 11
Segaln Daave vang  dibeluatkan  sehagai akibar  ditetapkannia  Peraturan

Gubernios i dhibebanban pada
p Amppeesn Pendapatan dan Pelamga Daerah Provins Nuasa Tenggara Timur, dar

VoSt pembuavansn lnin vang sah dan tidak menmkat

BAB VIl
PELAPORAN
Pasal 12

hepas Dimas memvampaikan laporan mengenai pelaksanan penzinan dan no‘r: _
memzimne setap 3 (tipal bulan kepada Gubermmur melalui Sekretanis Daerah

arnpnr tembusan kepada kepala SKPD terkait.

Pasal 13

ha el vang belum diatur dalam Peraturan Gubemnur ini, u-panja‘ng men'gcn.u
ranir peaksanasnnya datur leih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas
aenparn berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undagan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal44

v lzn vang telah dikeluarkan cleh Pemenntah Daerah sebelum berlakunya
Feruturan Gubernur i tetap berlaku sampai habis masa berlakunya izin.

(1 Setelahy betlakunya Peraturan Gubernur ini, seluruh kewenangan penzinan

Gan ron penanan yang masth diselenggarakan oleh perangkat daarah

berdasarkan  Peraturan Gubernur yang mengatur tentang  Kedudukan

Onganisas), Tugas dan Fungs Seita Tata Kenpa Dinas/Badan dicabut dan

dinyatakan vdak berlaku 4}
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 91 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang dari
Gubernur Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 91) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16
Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Ditct'aﬂ:gtgq;-_l(ppmg
pada sanggalidp JUAl 2021
LOUBERNUR NURAXENGGARA nuun\,

Diundangkan di Kupang
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4
LuPIRAN ! PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
A NOMOR 3] TAHUN 2021
y TANGOAL: 26 jyn1 2021

/ JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN DARI
GUBERNUR KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN *
TERPADU SATU PINTU UNTUK MENANDATANGANI PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO BIDANG JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN__ 5
a. | Bidang Keschatan L T
| Perizinan s e
1. 1zin Usaha Kecil Obat Tradisional (IUKOT); R
2. Sertifikat Distribusi Cabang Farmasi; |
3. Sentifikat Distribusi Cabang Alat Keschatan; dan ‘
4. lzin Operasional Rumah Sakit Umum dan Khusus Kelas B Pemerintah

dan Swasta.
Non Perizinan
''1. Rekomendasi untuk 1zin Sarana Keschatan Tertentu yang Diberikan
' oleh Pemerintah; dan
| 2. Rekomendasi untuk lzin Industri Komoditi Keschatan, Pedagang Besay
| | Farmasi [PBF) dan Perdagangan Besar Alat Kesehatan [PBAK).

{ b. | Bidang Perhubungan_

- ' Perizinan

| T1. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT);

| 2. Persetujuan Pengoperasian Kapal untuk lintas Penyeberangan antar
| Kabupaten/Kota dalam Provinsi;

| 3. lzin Usaha Angkutan Pelayaran Rakyat bagi Badan Usaha yang

l Berdomisili dan Beroperasi pada lintas Pelabuhan antar
Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi, Pelabuhan antar Provinsi dan

International;

Surat lzin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM); ™

1zin Usaha Tally Pelabuhan,

lzin Usaha Depo Peti Kemas;

Penerbitan lzin Pengelolaan Terminal untuk kepentingan sendiri

(TUKS) di dalam DLKR/DLKP untuk pelabuhan pengumpan regional;

Penerbitan lzin Usaha, Badan Usaha di Pelabuhan Regional;

lzin Penyelenggaraan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum

Dalam Trayek Lintas Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Nusa

Tenggara Timur;

10. lzin Penyelenggaraan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum
Tidak Dalam Trayek Lintas Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi
Nusa Tenggara Timur; dan -

11. lzin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

Non Perizinan

]. Rekomendasi Pemasukan dan Operasional Kendaraan Bermotor yang
Gross Vehicle Weight (GYW] nya Melampaui Daya Dukung Jalan;

2. Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan (RIP), |
DLKr/DLKp yang terletak pada Jaringan Jalan Nasional dan Antar
Negara; dan i

3. Rekomendasi Lokasi Pelabuhan Penyeberangan. |

c. | Bidang Sosial ‘

Perizinan

1. lzin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) Skala Provinsi;

2. lzin Operasional Pendirian Organisasi Sosial,

3. Rekomendasi atas Usulan Pengangkatan Gelar Pahlawan Nasional dan*
Perintis Kemerdekaan,

4. Pengusulan dan Pemberian Rekomendasi Atas Usulan Penganugerahan
Satya Lencana Kebaktian Sosial kepada Presiden melalui Menteri
Sosial; dan

5. Penerbitan lzin Orang Tua Angkat untuk Pengangkatan Anak antar
WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal.

©O® Nows
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o Perizinan

1. Rekomendasi atas Usulan Pengangkatan Gelar Pahlawan Nasional dan
Perintis Kemerdekaan; dan

2. Pengusulan dan  Pemberian  Rekomendasi Atas  Usulan
Penganugerahan Satya Lencana Kebaktian Sosial kepada Presiden
melalui Menteri Sosial.

d.

Bidang Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Perizinan

(? lzin Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);

. lzin Pendirian Lembaga Bursa Kerja/Lembaga Penempatan Tenaga
Kerja Swasta (LPTKS) dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan
Jabatan Skala Provinsi;

3. lzin Operasional, Perpanjangan lzin Operasional, Pergantian Kepala
Cabang PPTKIS, Perpindahan Alamat Kantor Cabang PPTKIS dan
Pencabutan lzin Operasional Kantor Cabang PPTKIS;

4. Penerbitan Izin Usaha Simpun Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah
Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi; dan

5. Penerbitan lzin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan
Kantor Kas Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Non Perizinan

Rekomendasi Perizinan Magang ke Luar Negeri.

Bidang Penanaman Modal

Perizinan
lzin Pembukaan Kantor Cabang.

Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Perizinan

1. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata Lintas Kabupaten/Kota; dan
| 2. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata Lintas Kabupaten/Kota,

| Bidang Pendidikan dan Kebudayaan .

Perizinan

1. lzin Pengiriman dan Penerimaan Delegasi Asing di Bidang Kesenian;

2. 1zin Cagar Budaya dan Benda Budaya;

3. Izin Pendidikan Menengah yang di selenggarakan oleh masyarakat; dan
4. Izin Pendidikan Khusus yang di selenggarakan oleh masyarakat.

Non Perizinan

Rekomendasi Pengiriman Misi Kesenian dalam Rangka Kerjasama Luar

Negeri skala Provinsi.
Blﬂ Pertanian

Perizinan _ L.

1. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (IUP-B) yang lokasi Lahan
Budidaya dan/atau sumber bahan baku berada padg lintas wilayah
Kabupaten/Kota;

2. lzin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP-P) i

i -P) yang lokasi
Lahan Budidaya dan/atau sumber bahan baku be i

: wiiayah Kabupaten/Kota; SCA pasaintng

. lzin Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara budidaya d
IBn::i;tan p;nagc;hhan hasil Perkebunan (IUP) yang l«:»lum);a &ltgxaa'r:

ya atau sumber bahan i i

e iy el baku berada pada lintas wilayah

4. lzin Usaha Produksi Benih.

4
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pidsng Petermakan e

* “perizinan ——— e
‘1. lzin Nmﬂwknnll‘rnrehmmn “Ternak Milwt dari dan ke v..lamh
 Provinsi;

2. lan Pemasukan/Pengeluaran Ternak Potong dari dan ke Wilayah
- Provinsi

3 lam Pemasukan/Pengeluaran Day Old Chick (DOC)/Day Old Duck
' (DOD)dan dan ke Wilavah Provinsi;
4. lzin Pemasukan/Pengeluaran Produk Asal Hewan Panpan dan fon '
Pangan dan dan ke Wilavah Provinsi,
‘ lzin Pemasukan /l‘cngrluman Telur Konsumsi/Telur Tetas dari dan ke
| Wilavah Provins:;
Izin Usaha Budidaya Hewan Kesayangan di Provinsi;
1zin Pemasukan Pakan Temnak dari dan ke Wilayah Provinsi,
Iain Usaha Distnbutor Obat Hewan Lintas Kabupaten/Kota;
1zin Pemasukan/Pengeluaran Hewan Kesayangan dari dan ke Wilayah
Frovinsi: dan
10 1zin Pembangunan Laboratorium Keschaman Hewan dan Kesehatan

Masvarakat Veteniner di Daerah Provinsi. 1K .

Non Perizinan ; e

1. Rekomendasi Import/Ekspoﬂ Ternak dan Hasil Ternak;
2. Rekomendasi Pendaftaran Mutu Pakan; dan

3 Rekomendasi Instalasi Karantina Hewan di Provinsi.

"j._ Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Perizinan .
1. lzin Usaha Industui Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan

Kapasitas Produksi sampai dengan 6.000 m3 per tahun; |"'
2. lzin Perluasan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu [IUIPHHKI
dengan Total Kapasitas Produksi sampai dengan 6.000 m3 per tahun;
3. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan
fFasilitas Umum yang Bersifat Non Komersial dengan Luas Paling
Banyak 5 (lima) Hektar;
3. lzin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) Skala

Menengah dan Skala Besar;
lzin Perluasan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu

(IUIPHHBK) Skala Menengah dan Skala Besar;

lzin Usaha Dagang Kayu Cendana;

Perpanjangan lzin Usaha Dagang Kayu Cendana,
lzin Pemungutan hasil Hutan Kayu (IPHHK) dan Pemungutan has:l
Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) pada Hutan Negara;
Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHB); ;
0. lzin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPH-Km); i
1.lzin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam (IUPJLWA)
: pada Hutan Produksi;
' | 12. Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) pada Hutan Produksi dan Lindung;
' | 13. lzin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Skala
l Provinsi (Sumber Limbah Lintas Kabupaten/Kota);
{ 14. Kelayakan Lingkungan Hidup; dan
|15, lzin Lingkungan Hidup. )
{ Non Perizinan
"1, Rekomendasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan bagi Perizinan
di Luar Bidang Kehutanan;
Rekomendasi Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan;
Rekomendasi Persetujuan Pencadangan Kawasan Hutan;
Rekomendasi Persetujuan Tukar Menukar Kawasan Hutan;
Rekomendasi Revisi Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial;
Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (Hutan Alam
atau Tanaman);

Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan |
Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTY);

Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan
Tanaman Industri (IUPHHK-HTI);
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{ 9. Rekomendasi lzin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Beracun |

——————————

(B3) Skala Nasional;
| 10. Rekomendasi Perubahan Fungsi Hutan; dan

‘. 11. Rekomendasi Pengangkutan | Kayu Cendaon,
| k. .mdm; Kelautan dan Perlkanan ____ |
| | Perizinan __ e —

1. Surat lzin Lokasi W ilayah Pesisir “dan Pulau-Pulau Kecil;
"2 Surat lzin Pengelolnan Wilavah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, |

Surat 1zin Lokasi Reklamasi;
Surat lzin Pelaksanaan reklamasi,
Surat 1zin Pengelolann Produksi Garam;
Surat izin Lokasi Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam;
Surat izin Pengelolaan Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam,
Surat lzin Lokasi Biofarmakologi Laut;
Surat lzin Pengelolaan Biofarmakologi Laut;
! 10 Surat izin Lokasi Biotcknologi laut;
i 11.Surat izin Pengelolaan Bioteknologi laut;
' 12.Surat izin Lokasi Pemanfaatan Air Laut sebagai Energi;
' 13.Surat izin Pengelolaan Pemanfantan Air Laut sebagai Energi;
I 14.Surat lzin Wisata Alam Perairan;
15 Surat lzin Pengelolaan Wisata Alam Perairan; I
| 16.Surat izin Wisata Bahari; {

Dm:-lc\;n‘x-'..oll.a

' 17.Surat Izin Pembudidaya Ikan untuk Pengelolaan Ruang Laut;
18.Surat lzin Usaha Perikanan Budidaya Ikan (SIUP-B);
19.Surat izin kapal Pengangkut Ikan Budidaya lkan [SIKPI-B); '
20.Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Tangkap dengan ukuran diatas IO
GT sampai dengan 30 GT;
- 21.Surat lzin Penangkapan Ikan (SIPl) Tangkap dengan ukuran diatas lo.
GT sampai dengan 30 GT,
22.Surat Izin Kapal Pengangkut lkan (SIKPI) dengan ukuran diatas 10 GT
sampai dengan 30 GT;
' 23.Surat lzin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut '
Ikan dengan Ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT;
24.1zin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah
Knbupntcnll(ota dalam Satu Daerah Provinsi;
| 25.Surat izin Lokasi Pemasangan Pipa Bawah Laut;
' 26.Surat izin Pengelolaan Pipa Bawah Laut;
| 27.Surat izin Lokasi Pemasangan Kabel Bawah Laut;
i 28.Surat izin Pengelolaan Kabel Bawah Laut; dan |
29,Surat izin Penelitian dan Pendidikan.

1. | Bidang Perindustrian dan Pe angan

Perizinan

1. Izin Usaha Industri (IUl) Besar;

2. lzin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi Industri Besar;

3. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) yang lokasinya Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;

4. lzin Perluasan Kawasan Industri (IPK]) yang lokasinya Lintas Dacrah
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;

5. Angka Pengenal Importir Umum (API-U);

6. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea; dan
Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar.

7.
Non Perizinan
|
2,

Rekomendasi Penerbitan SIUP-MB bagi Distributor;
Rekomendasi Izin Dukung Dealer/Sub Dealer/Penyalur Kendaraan
bermotor Roda Dua, Kendaraan Roda Empat, Kendaraan Roda Enarh
atau lebih;

3. Rekomendasi Surat Persetujuan Perdagangan Gula Antar Pulau
(SPPGAP); dan

4. Rekomendasi Pengakuan Pedagang Gula Antar Pulau (PPGAP).
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o pidang Energl dan Sumber Daya Mineral
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Perizinan .

Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT);

lzin Juru Bor Air Tanah;

lzin Pengeboran Penggalian/Pasak Sumur Produksi;

lzin Pengeboran Eksplorasi;

lzin  Pemakaian/Pengusahaan  Air  Tanah  (SIPPA)  Sumur

Bor/Pasak/Qali Baru,

lzin  Pemakaian/Pengusahaan Air Tanah  (SIPPA)  Sumur

Bor/Pasak/Gali/ Lama/Sumur tclah terbangun tanpa izin

Pengeboran/Penggalian;

7. lzin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara
dan Penjulan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia
Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi;

8. lzin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi; dan

9. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam
Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal Dalam

o o ol

=,

Negeri.
n. | Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Perizinan
1. Izin Pengambilan atau pemanfaatan air permukaan;
! 2. 1zin Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan RTRWP;
| 3. Izin Pembangunan, Pemanfaatan, Pengubahan dan/atau
Pembongkaran Bangunan dan/atau Saluran Irigasi pada Jaringan
Primer dan Sekunder dalam Daerah; !
4. lzin Lokasi Kasiba/Lisiba Lintas Kabupaten/Kota; |
5. lzin Penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan Lintas |
Kabupaten/Kota;
6. lzin Penyelenggaraan Pelayanan Prasarana Air Minum untuk Lintas
Kabupaten/Kota;
7. lzin Regristrasi dan Sertifikasi Pengembangan Perumahan Kelas
Menengah; dan
8. lzin registrasi dan Sertifikasi Pengembangan Perumahan.
Non Perizinan
Penetapan dan Pemberian Rekomendasi Teknis atas Penyediaan,
Pengambilan, Peruntukkan, Penggunaan dan Pengusahaan Air Tanah pada
—_ Cekungan Air Tanah Lintas Kabupaten/Kota.
0. | Bidang Kesbangpol |
Perizinan - B

1. Izin Penelitian Lembaga Dalam Provinsi;

2. lzin Penelitian Mahasiswa Dalam Provinsi;

3. Izin Penelitian Lembaga Asing; ,

4. Rekomendasi Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN); dan

5. Rekomendasi Praktek Kuliah Lapangan (PKL)/Magang.
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